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BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR S\ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIBIT TANAMAN KELAPA SAWIT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

_ bahwa tarif retribusi bibit tanaman kelapa sawit merupakan

bagian dari retribusi penjualan produksi usaha daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan
memperhatikan  indeks harga dan  perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Bibit Tanaman
Kelapa Sawit;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);

Undgng-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59587), Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Thun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran = Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI BIBIT TANAMAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Mengubah besaran tarif retribusi bibit tanaman kelapa sawit

sebagai berikut:

a. Umur < 6 bulan Rp. 10.000,-/Batang
b. Umur < 9 bulan Rp. 15.000,-/Batang
c. Umur < 12 bulan Rp. 20.000,-/Batang

d. Umur di atas 1 tahun Rp. 25.000,-/Batang
Pasal 2

Tata cara pengelolaan dan penatausahaan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu dan
berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
e :9@;‘_1& tanggal Z1-|0 — 2018
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